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d "V uaru kebanggaan bagi saya, selaku Ketua Pusat Kajian Konstitusi
Eﬁqkultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku rekan sejawat,
manakala Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
yaitu Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Mada Apriandi
Zuhir, S.H., MCL., dan Annalisa Yahanan, §.H., M.Hum., telah
berhasil menulis dan menerbitkan buku berjudul “Demokratisasi
Produk Hukum Ekonomi Daerah: Pembentukan Peraturan Daerah
Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota”. Oleh karena
itu, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Menge-
tahui, yang telah melimpahkan ilmu dan hikmah kepada kita semua.
Idealitanya, Peraturan Daerah adalah pedoman bagi peme-
rintahan daerah melaksanakan urusan-urusan daerah, termasuk urusan
ekonomi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah merupakan dasar dan
kerangk. hukum peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Namun,
realitanya, terdapat fenomena negatif di bidang legislatif berupa
banyaknya Peraturan Daerah di bidang ekonomi yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, ka-
rena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan mengancam investasi di daerah.

Fenomena negatif di bidang legislasi yang justru terjadi di era
reformasi dan otonomi daerah dapat diminimalisasikan dengan upaya
demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk
Peraturan Daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota, yang secara
konkrit diwujudkan melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam
proses pembentukannya.

Penulis dalam buku ini menekankan pentingnya mekanisme
penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan
Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota, yang seha-
rusnya menggunakan landasan demokrasi deliberatif. Demokrasi deli-
beratif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan
yang mengutamakan musyawarah dan penggalian masalah melalui




dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warganegara.
Tujuannya untuk mencapai musyawarah dan mufakat berdasarkan
hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria.
Keterlibatan warga masyarakat (citizen engagement) merupakan inti
dari demokrasi deliberatif.

Selain itu, penulis dalam buku ini juga menjelaskan pentingnya
penyusunan naskah akademik sebelum dilaksanakan pembentukan
Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota.
Naskah akademik merupakan kajian yang bersifat menyeluruh ten-

tang latar belakang, dasar pemikiran, landasan teoretik, serta maksud

dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah. Dasar-dasar yuridis, sosio-
logis dan filosofis dikaji secara mendalam dalam naskah akademik.
Jadi, dalam proses pembentukan Peraturan Daerah demokratis di
bidang ekonomi di kabupaten/kota yang melibatkan Kepala Daerah
Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dan DPRD Kabupaten/Kota, ada
juga hak yang dimiliki oleh kalangan akademisi untuk membuat suatu
naskah akademik.

Partisipasi masyarakat, termasuk komunitas akademik, dalam
pembentukan Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi di
kabupaten/kota menjadi penting, karena: pertama, menggali pengeta-
huan, keahlian atau pengalaman masyarakat, sehingga Peraturan Dae-
rah yang dibentuk nantinya benar-benar memenuhi persyaratan Pera-
turan Daerah yang baik; kedua, menjamin Peraturan Daerah demo-
kratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota sesuai dengan kenyataan
yang hidup dalam masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan
lain-lain); ketiga, menumbuhkembangkan rasa memiliki (sense of
belonging) dan rasa bertanggung jawab (sense of responsibility), serta
meningkatkan kinerja yang akuntabel (sense of accountability) atas
Peraturan Daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota.

Pada akhirnya, kepada penulis layak disampaikan ucapan sela-
mat atas penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga kerja ilmiahnya
akan terus berlanjut dan dapat memotivasi rekan-rekan sejawat lainnya
di Universitas Sriwijaya, khususnya di Fakultas Hukum, termasuk
memotivasi diri saya pribadi, untuk menghasilkan karya tulis ilmiah
! berupa buku di masa mendatang.

Palembang, November 2009

Dr. Febrian, S.H., M.S. .
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Ucapan Terima Kasih Penulis .

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

Maha Mengetahui yang telah memberi ilmu dan hikmabh,
sehingga proses penulisan dan penerbitan buku yang berjudul
“Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah: Pembentukan
Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/

Kota”, dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan luaran dari Hibah Kompetitif Penelitian
sesuai Prioritas Nasional Batch II Tahun Anggaran 2009 berjudul
“DEMOKRATISASI PERATURAN DAERAH: Pengembangan Model
Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi
di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan” yang didanai oleh
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional berda-
sarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0868.0/
023-04.1/2009 Tanggal 31 Desember 2008 dan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penugasan Hibah Kompetitif Penelitian sesuai Prioritas
Nasional Batch IT Tahun Anggaran 2009 Nomor: 305/SP2H/PP/
DP2M/V1/2009 Tanggal 16 Juni 2009 dan Surat Perjanjian Pelak-
sanaan Penugasan Hibah Kompetitif Penelitian sesuai Prioritas Nasio-
nal Batch II Tahun Anggaran 2009 Nomor: 281/H9.2.1/PL/2009
Tanggal 16 Juni 2009.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua
pihak yang telah banyak membantu selama proses penulisan dan
penerbitan buku ini, yaitu:

1. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direk-
torat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasio-
nal, yang telah mendanai Penelitian Hibah Strategis Nasional
yang luarannya, antara lain, buku ini;

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah yang
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Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.,
yang telah memberikan persetujuannya kepada penulis untuk
mengembangkan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Ekonomi,
yang diwujudkan secara konkrit dalam buku ini sebagai luaran
dari Hibah Kompertitif Penelitian sesual Prioritas Nasional.
Selain itu, terima kasih juga disampaikan atas motivasi yang
diberikan, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi rekan
sejawat lainnya, dalam setiap kesempatan yang ada;

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir.
H. Muhammad Said, M.Sc., yang telah menyeleksi, menyetujui,
mengelola dan mengevaluasi secara baik Hibah Kompetitif
Penelitian sesuai Prioritas Nasional yang dilakukan oleh penulis,
sehingga menghasilkan Inaran berupa buku ini yang sangat
bermanfaat sebagai referensi sckaligus bahan ajar bagi mahasiswa
yang mendalami ilmu hukum;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Prof. Amzulian
Rifai, S.H., LLM., Ph.D., yang senantiasa memotivasi penulis
untuk selaln menghasilkan karya akademik dalam bentuk
buku, mengingat saat ini masih sangat langka buku yang
dihasilkan oleh Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya;

Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, Dr. Febrian, S.H., M.S., atas kesediaannya memberi-
kan Kata Pengantar yang ringkas tetapi bernas dalam buku ini.
Selain itu, terima kasih juga disampaikan atas kritik konstruktif
yang argumentatif terhadap substansi buku ini. Semoga penulisan
dan penerbitan buku ini dapat memotivasi beliau untuk untuk
menghasilkan karya tulis ilmiah berupa buku di masa menda-
tang.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang
dengan tulus ikhlas telah mendo’akan dan memotivasi penulis
untuk terus menghasilkan karya akademik berupa buku yang
bermanfaar baik secara teoretik hukum maupun praktik hukum
di masa mendatang.

Terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Tunggal

Mandiri Publishing, Malang, yang telah bersedia menerbitkan naskah
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buku ini secara profesional. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa
semua ini masih dalam proses belajar, belajar, dan terus belajar sampai
akhir hayat. Untuk itu, saran dan kritik membangun dari para pembaca
guna perbaikan buku ini dan karya tulis ilmiah lainnya di masa men-
datang sangat penulis harapkan.

Palembang, November 2009

Penulis
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